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TENTANG
KABUPATEN BANYI'MAS FEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERIA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
NOMOR : 12 TAHTUN 2004 SERI : D MASYARAKAT
. EABUPATEN BANYUMAS
B e SRR
PERATURAN DAERAII KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2004 DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BLUPATI BANYUMAS,
TENTANG :

Menimhang  © a. bahwa dengan telall  ditetapkaonmye  Peramran
Pranerintah Nomor 8 Tahun 2003 enany Pedoman
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAK EHJA Organisasi Perangkal Ducrah, maka Tugas Pokok,
i Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan
BATIAN KESATUAMN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYAREAT Kesalumn Pamgsa dan Perlindungan Masyarakat
KABUPATEN BANYUMAS Dacrah Kabupaten Banyumas scbagaimana diatur

dalam Perauran Daerah Kaobupaien Banvumas
Momor 24 Tehun 2000 wentang  Pembentukan,
Susunan Organisasi Jdan Tatakerja Lembaga Teknis
Dacrah Kabupaten Rarywmas yang telah diubsh
dengan Peramuran Dacrah Kabupaien  Bamyumas
Momor 1) Talun 2002 sudah ddak sesuai lagi;



Menmgingat

. bahwa schubongsm dengan hal tersebut , maka perlu

menempkan kembali Peraturan Dacrah Kabupaten
Banyumas tentang Pembeniukan Susunan
Organisasi dan Tala Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Perlindongan Masyarakat Kabupaten
Banyumas.

. Undang-undang NMNomor 13 Tahun 1950 tentng

Permbentukan Daerah-daerah Kabupaten Daulam
Lingkumngan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan [erab (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambzhan Lembaran Negara
Nomer 3839);

. Peraturan Pemerinieh Mo 16 Tahun 1999 tentang

Jabatan TFungsional Pegewsi Megeri Sipil
Lembaran WNegara Talum 1994 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)

. Pemloran Pemerintah Nomer 25 Taun 2000

ieniang  Kewenangan Pemcrinteh Pusat  dam
Kewenanpan  Propinsi sebagal Dacrah (iemaorm
(Lemboran Megara Tahon 2000 Momor 54,
Tamhahan Lembaran Negara Nomor 3’95;}:
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5. Peaturan Pemerintah Nomor § Tahon 2003 tentang

Pedaman Organisasi Perangleat Dacrah (Lembaran
Megara Tahun 2003 Momor 14, Tembahan
Lembaran Negara Nomor 4262);

. Keputusan Bersama Mentzri Pendeyagunaan

Aparalut Negam dan Menteri Dalam  Wegeri
MNomor: OL/SEB/M . AN/ 2003 Momar 17 Tabun
2003 rentang Petunjuk Pelaksanman  Perstursn
Pemeriniah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
Pemerintsh MNomer 2 Tahun 2003 tentang
Wewenang, Pengangkaman, Pemindahan dan
Pemberentian Pegaws MNe geri Sipil;

Dengan persetujuan

ITEWAN PERWAKILAN RAKYAT DATRAI

EABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : FERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISAST DAN TATAKERIA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN BANY LIMAS



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Tasal 1

Dalam Peramran Daerah ini yang dimaksud dengan :

Dazrah adalah Dazrah Kabupelen Banyumas.

Pemerintah Dacrah adalah Pemeriniah Kabupaten Danyumas.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutmya disebud
DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrsh Kubupaten
Banyumas

Bupati adalah Bupati Baryomas.

Sckreinris Daerah adalah Sckretaris Dmerah  Kabupaten
Bamyurmes.

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlmdungan Masyarakat adalah
‘Badan Kesituan Bamgsa don  Perlindunpan Masyarakat
Kabupaten Banyumas

Kepala Badan adalah Kepela Badan Kesanan Bangsa dan
Perlindungan Masyamakal Kabupaten Banyumas.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tgas
Badan Krsamsn Bangsa dan Perlindungan Masyarakal yang
memiliki wilsvah kerja sam atau beberapn Recamatan yang
selanjutsiya disshut TUFT.

Iabaien Fungsional adalah kedudukon yang renunjukkan wgas,
tanggung jawab, wewenang dan hak ssorang Pegawai Negeri
Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelakzanaan mgasmya
didasarkan pada keahlian dom ketrampilan terten scrta bersifat
mamndiri.

BAR II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Persmran Dacrsh ini dibenmk Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat

BAB 11
EEDUDUEAN, TUGAS POROE DAN FUNGSI
Pasal 1

Budary Kesatuan Rangsa dan Perlindungan Masyarakat adalsh unsur
el asana g as terteniu Femerintah Daccak, dipimpin oleh seomng Kepala
vang berada di bawah dan berlmgpung joaab kepadas Bupat melalo
Sekretaris Dacrah,

Pasal 4

(1} Badan Kesaman Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyed
tugas pokok melpksmokan fugns i hideng kesoluon hangsa dan
perlindungan masyarakal .

(2} Unmk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat
{1}, Badan Kesatan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
TempLnyai g -



